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Abstrak

Kinerja keuangan pemerintah merupakan alat bagi masyarakat untuk  mengukur bagaimana akuntabilitas dan tanggungjawwab pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan dua faktor pengukuran yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah, dan untuk menguji Dana Perimbangan berpengaruh terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah kuantitatif yang berasal dari laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang memiliki data lengkap sehingga dapat digunakan untuk pengukuran kinerja. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari web resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan BPS. Penelitian ini menggunakan analisis data uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian adalah 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Jawa Tengah dengan nilai thitung sebesar 4.680 dan signifikansi 0.00. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Jawa Tengah dengan  nilai thitung  sebesar 5.037 dan signifikansi 0.00.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Daerah
ABSTRACT

Government financial performance is a tool for the community to determine the accountability and responsibility of the government in carrying out its duties. This study uses two measurement factors namely Regional Original Revenue and Balancing Funds. The purpose of this study to to increase local revenue (PAD) to government finances, and to increase the Balancing Fund on the financial performance of local governments. The subjects in this study were Regencies and Cities in Central Java Province. The data used is quantitative released from the APBD Realization report for Fiscal Year 2017 and 2018 which has complete data that can be used for performance measurement. The data collection method in this study is documentation from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance and BPS. This research use multiple linear regression test. The results of the study are 1) Obtained from positive and significant results of the Original Local Revenue (X1) on the Financial Performance of the Regional Government (Y) of Central Java with a tcount of 4.680 and a significance of 0.00. 2) There is a positive and significant influence of the Balancing Fund (X2) on the Financial Performance of the Regional Government (Y) of Central Java with a tcount of 5.037 and a significance of 0.00.
Keywords: Regional Original Revenue, Balance Funds, Regional Financial Performance Of Local Governments.

PENDAHULUAN

Untuk mencapai suatu pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya pemerintah tersebut harus meningkatkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor strategis dan potensial. Selain itu, perlu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Hal tersebut dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Salah satu yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya. Pemerintahan dengan laporan keuangan yang baik akan menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan tentunya tidak terdapat keganjilan dalam penyajiaannya. Laporan keuangan dengan predikat baik adalah yang mempunyai opini wajar tanpa pengecualian. Pentingnya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan karena masih adanya masalah yang terjadi dalam menajemen keuanga daerah seperti masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung (contohnya: gaji pegawai) dari pada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsug dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai kinerja pemerintah di mata masyarakat. Serta, belum optimalnya pemanfaatan kekayaan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dan jika PAD dan Dana Perimbangan belum dimaksimalkan maka akan berpengaruh pada kualitas kinerja keuangan itu sendiri yang menyebabkan pengelolaan kemandirian keuangan daerah tersebut belum baik. Akibatnya kehidupan sosial masyarakat belum sejahtera. 

Dalam beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah ,beberapa faktor diantaranya: PAD, Dana Perimbangan (yang mempunyai DBH, DAU, DAK), Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, Leverage. Penelitian ini hanya menggunakan dua faktor yaitu PAD dan Dana Perimbangan. Menurut Tamara (2018) ada pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan menurut Darmayanti (2019) ada pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peneitian ini dilakukan di Jawa Tengah karena ditemukannya fenomena belum optimalnya pemanfaatan kekayaan daerah sehingga masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, dengan tujuan untuk mnengetahui bagaimana kinerja keauangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah pada tahun 2017 dan 2018.
Dari penelitian ini Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan atau program sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah. Menurut Mahmudi (2016) ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah :Rasio Derajat Deasentralisasi Fiskal, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. PAD adalah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku (Halim, 2013), komponen PAD sendiri diantaranya retribusi daerah dan pajak secara langsung maupun tidak langsung akan membebani rakyat, sehingga komponen tersebut harus mendapatkan perhatian khusus. Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Djaenuri, 2012). Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.
Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena Pendapatan Asli Daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah termasuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang banyak UMKM dan pariwisata. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, sehingga semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antari (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Budianto dan Alexander (2016) mengemukakan bahwa dengan menekankan hasil Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Wahyuningsih (2016), dan  Putri dan Damayanti (2019) juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
H2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang meliputi dana  hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Penerimaan dan perimbangan juga mencerminkan kemampuan keuangan dari suatu daerah untuk mengelola keuangan daerah tersebut.

Tingkat kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk menjaga ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau Dana Perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu dengan adanya Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Tri Yuni, 2018).

Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing. Tamara (2018) dan Pratiwi (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan literatur diatas penulis dapat menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan analisis data uji regresi linear berganda. Subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yang berasal dari laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang memiliki data lengkap sehingga dapat digunakan untuk pengukuran kinerja. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari web resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan BPS. 
Variabel independen dari penelitian ini adalah variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas dipenelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Sugiyono, 2017). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat (Y) adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dihitung menggunakan variabel ini digunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2016) :

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal:
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Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda melalui program SPSS versi 23. Ada beberapa tahapan analisis yang dilalui dalam teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif. Data yang menggunakan statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, mean, dan standard deviation. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah: 

Uji Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011).
Uji Asumsi Klasik ini menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression) sebagai alat analisis karena penelitian ini menggunakan variabel independen lebih dari satu. Analisis merupakan analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen (Ghozali, 2016). 
Uji Normalitas untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal (Ghozali, 2016).
Uji multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik apabila diuji multikolinearitanya maka tidak akan berkorelasi. Cara mengetahui multikolinieritas di dalam suatu model penelitian yaitu dengan cara melihat Tolerence dan Variance Infaltion Factors (VIF) dengan bantuan program . Statistical Product and Service Solution (SPSS). Kriteria yang digunakan untuk mengetahui hasilnya adalah hasil uji variabel tidak mengalami korelasi apabila nilai Tolerence < 0.5 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2016).
 Uji Autokorelasi  bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan uji Durbin-Watsons (DW-test) yang dihasilkan dari pengujian yang telag dilakukan. Kriterianya adalah apabila angka DW > + 2 berarti ada autokorelasi positif, lalu angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokolerasi, serta apabila angka DW dibawah -2 berarti autokolerasinya negatif. 
Uji Heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya  heterokedastisitas dalam model penelitian, maka akan digunakan uji. Gletser dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah heteroskedastisita
Uji Hipotesis, pengujian Hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya (Yusuf, 2014).
Uji Parsial, menurut Priyatno (2012) uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Penelitian ini, uji t dilakukan untuk melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (X) secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y). Jika p-value < 0,05 maka hipotesis diterima.

Persamaan Regresi, menurut Prasasti model persamaan regresi yang digunakan adalah dengan model analisis regresi linier berganda, yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen, yang bertujuan untuk mendeteksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut (Gozali, 2016) : 

Y=a+b1X1+b2X2+e

Dimana:

Y 
= Kinerja Keuangan Pemerintah

X1
 = Pendapatan Asli Daerah

X2
 = Dana Perimbangan

a
 = Konstanta

b
 = Koefisien Regresi

e
 = error
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif
Tabel 4.1

Hasil Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	X1
	60
	161
	454
	280.06
	64.472

	X2
	60
	1
	640
	42.02
	153.359

	Y
	60
	8
	22
	13.55
	2.795

	Valid N (listwise)
	60
	
	
	
	


Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui stastik deskriptif dari masing-masing variabel, terdapat 3 variabel penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Kinerja Keuangan (Y). 

Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki rata- rata (mean) sebesar 280.06, nilai tertinggi (maximum) sebesar 454, nilai terendah (minimum) sebesar 161, standar deviasi sebesar 64.472. Standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai rata- rata (mean), sehingga simpangan data pada X1 dapat dikatakan baik.

Dana Perimbangan (X2)  memiliki rata- rata (mean) sebesar 42.02, nilai tertinggi (maximum) sebesar 640, nilai terendah (minimum) sebesar 1, standar deviasi sebesar 153.359. Standar deviasi memiliki nilai yang lebih besar  dibandingkan nilai rata- rata (mean), sehingga simpangan data pada X2 dapat dikatakan tidak baik.

Kinerja Keuangan (Y) memiliki rata- rata (mean) sebesar 13.55, nilai tertinggi (maximum) sebesar 22, nilai terendah (minimum) sebesar 8, standar deviasi sebesar 2.795. Standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai rata- rata (mean), sehingga simpangan data pada Y dapat dikatakan baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas
Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas 

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	
	Unstandardized Residual

	N
	60

	Normal Parametersa
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	2.17028038

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.045

	
	Positive
	.045

	
	Negative
	-.045

	Kolmogorov-Smirnov Z
	.351

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	1.000

	a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019


Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual hasil analisis regresi memiliki probabilitas Asymptotic Signifikan sebesar 1.000 artinya 1.000 > 0.05, dengan demikian data berdistribusi normal. Dengan data bersifat normal maka data siap untuk dilakukan pengujian regresi linear berganda.
Uji Multikolonearitas
Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolonearitas

	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	X1
	.932
	1.073

	
	X2
	.932
	1.073

	a. Dependent Variable: Y


Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas pengujian multikolonearitas dapat dilihat bahwa data tidak terdapat pengaruh uji multikolonearitas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat satupun nilai dari variabel yang diteliti memiliki nilai tolerance >0.10 dan VIF yang memiliki nilai <10.00. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antar variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) pada penelitian ini tidak mengalami gejala multikolerasi.
Uji Autokorelasi

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokolerasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.630a
	.397
	.376
	2.208
	2.456

	a. Predictors: (Constant), X2, X1
	
	

	b. Dependent Variable: Y


	
	
	


Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil tabel diatas regresi pada pengujia pengaruh mekanisme Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh nilai dw sebesar 2.456, dan nilai dL 1.5144, serta 4- dU 1,6518. Dari hasil pengujian diatas nilai dw terletak diantara du dan 4-dU atau dapat dinyatakan dL<dw<4-dU, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas [image: image4.png]n Standardized Residual
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Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019
Berdasarkan output Scatterplot diatas, terlihat bahwa titik- titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Uji Hipotesis

Uji Parsial

Tabel 4.6

Hasil  Uji t (Parsial)

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	7.085
	1.348
	
	5.257
	.000

	
	X1
	.022
	.005
	.499
	4.680
	.000

	
	X2
	.010
	.002
	.537
	5.037
	.000

	a. Dependent Variable: Y
	
	
	
	


Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019
a. Pengujian hipotesis (H1)

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, memiliki t hitung sebesar 4.680 dengan koefisien positif dan signifikan sebesar 0.00 yang lebih kecil dari α = 0.05 maka hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
b. Pengujian hipotesis (H2)

H2 = Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, memiliki t hitung sebesar 5.037 dengan koefisien positif dan signifikansi sebesar 0.00 yang lebih kecil dari α = 0.05 maka hipotesis kedua (H2) diterima. Dana Perimbangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Persamaan Regresi

Tabel 4.7

Hasil  Uji Regresi Linear berganda

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	7.085
	1.348
	
	5.257
	.000

	
	X1
	.022
	.005
	.499
	4.680
	.000

	
	X2
	.010
	.002
	.537
	5.037
	.000

	a. Dependent Variable: Y
	
	
	
	


Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

a. Konstanta

 
Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar 7.085 yang berarti jika variabel proporsi pendapatan asli daerah (X1), dana perimbangan (X2) bernilai 7.085 atau mengalami kenaikan sebesar 7.085
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Nilai pendapatan asli daerah adalah 0.022. Koeifisien pendapatan asli daerah bernilai positif berarti memiliki hubungan yang sejalan dengan kinerja keuangan. Hal ini menandakan bahwa setiap kenaikan satu satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0.022 dengan catatan variabel lain yang dianggap konstan. Pendapatan asli daerah yang positif mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.
c. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah 0.10. Koefisien dana perimbangan bernilai positif berarti memiliki hubungan yang sejalan dengan kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan satu satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0.10 dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Dana perimbangan yang positif mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.
Pembahasan
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 4.680 dan nilai signifikan sebesar (0.00 ≤ 0.05). Nilai tersebut dapat membuktikan H1 dapat diterima, yang berarti bahwa pendapatan asli daerah  berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan.
Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi dan sumber pendapatan suatu daerah tersebut sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah yang nantinya akan berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin baik. 
Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin baik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan pemahaman bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya akan semakin meningkat, dan tidak lagi bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat (Tri Yuni, 2018). Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budianto dan Alexander (2016), Chrisnadwiheryanti (2019), dan Putri dan Damayanti (2019) juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5.037 dan nilai signifikan sebesar (0.00 ≤ 0.05). Nilai tersebut dapat membuktikan H2 dapat diterima, yang berarti dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. 
Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan dana perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah.
 Tingkat kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk menjaga ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau dana perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu dengan adanya Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Tri Yuni, 2018). 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Armaja et al.(2015), Andirfa et al.(2016), Budianto dan Alexander (2016), serta Putri dan Damayanti (2019) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun sejalan denagan penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2018) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin tinggi pula pengawasan yang diberikan sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan kinerjanya yang kemudian meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN
1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018. 
2. Dana Perimbangan berpengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018
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